
l"r

Kontrak Kerja Sama

ANTARA

BALAIGURUDANTENAGAKEPENDIDIKANPRoVINSINUSA
TENGGARA BARAT

DENGAN
SD NEGERI INPRES JIA

NOMOR
NOMOR : LaA'4/

PM 3.003/ 87 .1,5 / ST .2 -Os / 2025

/ o1.1, f01-SD Negeri Inpres lia / 2025
TENTANG

PENGEL0LAANDANAPELATIHANPEMBELA]ARANMENDALAM
KEPALA SEKOLAH DAN GURU DI

SD NEGERI IT{PRES JiA

pada hari ini senin tanggal delapan bulan sembiian tahun dua ribu dua puluh

lirna(oB-09-2025Jdiad'akan.KontrakKerjaSamapelaksanaanpelatihan
Pembelajaralltvte,'data*untukPeningkatanKotnpetensiGurudanTenaga
Kependidikan antara:

1. Nama : Muhammad Irawan Prasetl'o

NIP : 19860617201'40410A3
fabatan : Pejabat Pembuat Komitmen [PPK]

Alamat tJaian Gajahmada No 173 Jempong B-a1u'

Sekarbela, Kota Mataram' NTB' Kode Pos 83L16

Bertindak untuk dan atas nama Balai Guru dan Tenaga Kependidikan IBGTKJ

Provinsi Nusa Terrggara Barat, xu*",,t".ian Pendidikan Dasar dan Menengah

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU'

2. Nama : funaidin' S'Pd'
f abatan : Kepala Sekolah SD Negeri inpres fia

Alamat : |ia SaPe

Bertindak untuk dan atas nama peserta s!-|eseri Inpres |ia Kecamatan sape

Kabupaten Bimayang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA'

UntukselanjutnyaPIHAKKESATUd'anPIHAKKEDUASecarabersama.Sama
disebut pARA piirer dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. PIHAK KESATU mewakili unit pelaksana*teknis di lingkungan Direktorat

]enderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru selaku PPK'

2. PIHAK KEDUA merupakan Kepala/pimpinan sD Negeri Inpres |ia Kecama&rn

Sape KabuPaten Bima'

[PM] BAGI

Kec.



?
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sepakat untuk mengadakan Kontrak Keria Sama tentang pelaksanaan pelatihan

Pembela|aran Mendalam [Pelatihan PMJ kragi Kepaia Sekolah dan Guru, dengan

ketentuan sebagai berikut:

illKontrakKer]aSarnainid.jnraksudkanuntukmensinergikantanggung
iawab bagi pARA ,IHAK aufurri **rrj"iofu dana pltutlt'tu" ptvt Uagi Kepala

,r, 
t".rT:lf 

iX:,"[:trak. Keria Sama ini sebasai lauciasan- hukum bagi

pengeiolaandanadaiarnp""ri;;ggi,uuni"i,tii-'o"PMbagiKepala^sekolah dan Guru'

Fasal 1

Maksud dan Tujuan

Pasal 2
Ruang LingkuP

Pasal 3

Bentuk Keria Sama dan Sasaran

*:,"F"'ffI;:*TJ;;:,:;Hi : 3' J },"ff# ; 
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a i a S e k o'I a h d a n Gur u ;

b. Pemanfaatari "t*U"t 
au yayangdimiliki PARA PIHAK'

Bentukkerjasamaad.alahpengelolaand'anapelaksanaanPe}atihanPMbagi
Kepara sekorah ;; G";; *"rirrY'il"di;id dan pelatihan dengan target

sasaran
a.satuanPendidikanPAUD,SLBdanPNFdapatMendaftarkanlorangkepala

sekolah danZ orang guru

b. Satuan penaialt arr-sb dapat mendaftarkan 1 orang Kepala Sekolah' satu

. 8}tr [t :mn*f, i^gliil' N"iii : i,Ti]1p3: :'",d 
artarkan 1 orang s e p ara

sekolah cian 3 guru dengan.;';; niipe, IPS dan HumaniorafTerapan

Pasal 4

Tugas dan Tanggung ]awab

[1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggun-g iarvab:

a. menyusun Rencana Anggu.ii-ulJi"i61l p"iriep Fungsional Pelatihan

PMbagiKepalaSekolahd'anGuruyangterd'irid.arikomponenbiiiya
pelatihan,.,,u.,lainbelanjabahan,honoroutputkegiatandanbelanja



Pasal 7

Ketentuan Pajak

Pembayaran pajak yang diakibatkan oleh pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal B
Jangka Waktu

Kontrak Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA
PIHAK sampai dengan 10 fsepuluh] ]rari kerja setelah pelaksanaan IN 2 selesai.

Pasal 9
Sanksi

Apabila PARA PIHAK tidak melaksanakan kewajiban yang d.iatur pada kontrak
kerja sama ini, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 10
Keadaan Kahar (Force Majeure)

[1] Yang dimaksud keadaan kahar (Force Majeure) adalah peristiwa seperti:
bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang,
huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi yar,g secara
keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian kegiatan.

[2] Apabila terjadi keadaan kahar (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada
ayat [1) maka pihak yang terkena keadaan kahar {Force Majeure)
wajib rnemberitahukan kepada pihak lain disertai surat keterangan yang
mendukung terjadinya keadaan kahar dari pihak yang berwenang.

Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini yang
langsung mempengaruhi pelaksanaan Kontrak Kerja Sama maka PARA PIHAK
akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12
Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan kontrak ini wajib diberikan
secara tertulis oleh PARA PIHAK dengan alamat sebagai berikut:



PIHAK KESATU

BGTK Provinsi Nusa
Barat

PIHAK KEDUA

Tenggara SD Negeri Inpres Jia
Kec. Sape Kab. Birna

PPK Kepala SD Negeri Inpres Jia
jalan Gajahmada No 173 Jempong Jalan Lintas Sape Bima Desa fia
Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram Kecamatan Sape.
No Telp (0370J 620870 Telp. 082339830L23
Surel Surel
bgtkntb@kemendikdasmen.go.id sdninpresjia@gmail.com

Setiap perubahan dan penggantian dari alamat-alamat tersebut di atas, wajib
diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pasal 13
Lain-lain

fli PARA PIHAK harus memastikan jumlah peserta sasaran yang akan
mengikuti Pelatihan PM.

(2J Apabila sasaran yang mengikuti Pelatihan PM berkurang dari target dengan
alasan apapun setelah dana PNBP fungsional disetorkan ke Kas Negara,
maka biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA tidak dapat
dikembalikan dan diakui sebagai pendapatan Negara.

Pasal 14
Penutup

Kontrak Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dual asli pada kertas bermeterai
cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang
sama bagi PARA PIHAK.

Bima, B September 2O25

PI}.IAK KESATU
!i F.tiU
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